
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013, keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan

antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun

Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam

Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Padang Panjang Tahun Anggaran 2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 );

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4509);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013;

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri

D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 18 Seri

D.5)

32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.6),sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun

2011(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13

Seri E.2);

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
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37. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4);

38. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2010 Nomor 19 Seri D.6);

39. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);

40. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 37 Seri

D.8);

41. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 22 Seri E.8);

42. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2011 Nomor 1 Seri B.1)

43. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1)

44. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1)

45. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B.1)

46. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2011 Nomor 22 Seri C.1)

47. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2013 Nomor 1 Seri A.1);

48. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 7 Seri A.2);
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